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KESIJAKAN SATU PETA




PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA (PKSP) SKALA 1:50.000 DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2016

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA

PERPRES TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

NO. 9 TAHUN 2016 _ .
(Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016)

ot @

STANDAR PENCAPAIAN

\‘, | REFERENSI ) _ _ _
) ,,___;‘f:"”" BASIS DATA A Penyelesaian percepatan integrasi 85
- EO-PORTAL Peta Tematik dipercepat di tahun
8 5 2018 (target Perpres No. 9 Tahun
A Target pencapaian juga mencakup
Sebagai acuan untuk: PETA TEMATIK integrasi peta tematik skala 1: 5000

A Peta Tematik hasil integrasi dapat
dibagi-pakaikan dan dimanfaatkan
oleh K/L/P pada tahun 2018

A Acuan perbaikan Data Spasial

A Akurasi Perencanaan Tata Ruang

A Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan
dan Pengambilan Keputusan

KEGIATAN UTAMA PKSP

1. KOMPILASI KEMENTERIAN

2. INTEGRASI LEMBAGA
3. SINKRONISASI

PROVINSI
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TARGET DAN KEMAJUAN KEGIATAN KEBIJAKAN SATU PETA

KEGIATAN UTAMA
KEBIJAKAN SATU PETA

KOMPILASI
Pengumpulgn

Peta Tematik
0J$LD K/L/P eksisting

INTEGRASI

Overlay dan
Koreksi Peta
Tematik di atas

Peta Dasar

- - SINKRONISASI
Penyelesaian
permasalahan

= q : tumpang tindih
[ antar Peta Tematik

TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN SATU PETA
(Up Date Januari 2018)

Telah

terintegrasi
T Telah Telah

6 6 terintegrasi terintegrasi terintegrasi

dari 82 Peta 69 63

dari 80 Peta ) dari 80 Peta

LAIT SULAWESI ¢ : !( ;

dari 81 Peta

Telah

dari 78 Peta terintegrasi

terintegrasi & Telah
terintegrasi

59 { 64

dari 81 Peta

Keterangan : . LAUT JAWA N dari 79 Peta

B Target Integrasi 2016
B Target Integrasi 2017
I Targetintegrasi 2018

Pada Agustus 2018 Peresmian Geoportal Kebijakan Satu Peta oleh Bapak Presiden RI;
untuk cakupan Peta Tematik yang sudah terintegrasi

Kegiatan Sinkronisasi akan dimulai dari Pulau Kalimantan dan diperkirakan selesai akhir tahun 2018
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KENDALA PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

1. KETERSEDIAAN DATA SPASIAL

@ A Peta RBI skala besar belum
tersedia

A Peta Batas Desa dan Peta Serat
Optik tidak tersedia

3. PERMASALAHAN REGULASI

A Tumpang tindih kewenangan peta
tematik, seperti IUP dan Daerah
Irigasi

A Kendala terhadap beberapa peta
tematik penting dan strategis yang
belum dapat diakses untuk K/L/P

2. KETERSEDIAAN SDM BIDANG

INFORMASI GEOSPASIAL
Keterbatasan SDM di Pemerintah
Pusat/Daerah dapat memperlambat proses
integrasi

4. KEBIJAKAN SATU PETA BELUM DITETAPKAN

SEBAGAI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

A Ketidakpastian Anggaran
A Komitmen K/L perlu ditingkatkan untuk perbaikan
kualitas data spasial

A Kesiapan K/L/P membangun Simpul Jaringan belum

optimal
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ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERSIAPAN LAUNCHING GEOPORTAL PKSP PADA AGUSTUS 2018

Untuk mewujudkan Launching Geoportal PKSP yang ditargetkan di Status Kesiapan Simpul Jaringan pada JIGN (Januari 2018)
bulan Agustus 2018, diperlukan penyelesaian integrasi dan Status Simpul Jaringan Simpul Jaringan Pusat Simpul Jaringan  Simpul Jaringan
kesiapan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) (Des 2017) (dari 19 K/L)  Daerah (34 Provinsi) ~ Daerah
Simpul jaringan (Ran/ota)
% operasional 5 9 22
Simpul jaringan belum optimal
%i% (belum ada Portal/Peraturan) 12 18
Belum menjadi Simpul jaringan
% (tidak ada Portal/Peraturan) 2 7 492

Status capaian
kegiatan
Integrasi
(Januari 2018)

AGUSTUS
2018

ARAHAN PRESIDEN:

Perlu penugasan kepada K/L/P untuk memastikan percepatan Integrasi Peta Tematik dan pemenuhan Simpul
Jaringan K/L/P paling lambat Juli 2018
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